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BABI 

PENDAHULUAN 

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan 

Dalam upaya memajuk::m kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang paling penting 

bagi negara. Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam 

yang menguasai hajat hidup orang ban yak sehingga perlu dipergunakan untuk 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

Disamping itu, tenaga listrik mempunyai kedudukan yang paling penting 

dalam pembangunan nasional pada umumnya dan sebagai salah satu pendorong 

kegiatan ekonomi pada khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil 

makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang

Undang Dasar 1945. 

Pada perkembangannya, listrik merupakan salah satu kebutuhan yang 

bcrsirat pokok dalam tata kchidllpan masyarakat baik yang berada di kota maupun 

di desa. Hal ini ber~1rti , bahwa kebutuhan listrik merupakan kebutuhan primer bagi 

setiap anggota masyarakat mcngingat arti penting listrik itu sendiri. Semakin hari 

permintaan akan pasokan Iistrik pun semakin meningkat. Dan hal ini membuat 

pelaku usaha yang menyediakan tenaga listrik harus berupaya keras lIntuk dapat 

memenuhi permintaan dari konsumen. 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dulunya berbentuk Perusahaan 

Umum (Perum) kini telah berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan 
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(Persero) PT PLN dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 adalah 

mcrupakan l3adall Usaha Milik Ncgara (l3UMN) yang bcrtindak scbagai 

pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan di Indonesia. Seiring dengan 

perkembangannya, pemerintah menetapkan Undang-llndang Nomor 20 Tahun 

2002 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan Undang-undang Nomor 15 

Tahlln 1985 dimana undang-undang yung baru ini menganut sistcm multi seller 

multi buyer ( Sistem MSMB). Sistem MSMB merupakan suatu sistem dimana di 

dalam pengadaan tenaga listrik melibatkan pihak swasta yang pad a akhirnya akan 

menimbulkan komretisi . Dalam sistcm ini masyarakat memiliki banyak ahematiC 

dan kebebasan dalam memilih barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya. 

Tetapi masalah yang akan timbul dengan diberlakukannya sistem ini adalah 

apakah munculnya pihak swasta dalam pengadaan dan pelayanan listrik selalu 

disertai dengan tumbuhnya kompetisi baik harga maupun pelayanan yang 

menguntungkan konsumen listrik. Untuk saat ini sistem tersebut masih belum 

dapat dilaksanakan di Indonesia, karena prasyarat untuk dapat dilaksanakannya 

sistem ini ketat sekali. Agar bisa menerapkan sistem MSMB, syarat pcrtama 

pengadaan listrik harus melebihi kebutuhan. Kedua, listrik telah mencapai harga 

keekonomiannya '. Dalam rangka llntuk mencapai harga keekonomian tersebut, 

PLN mengambil kebijakan dengan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara 

bertahap sampai tahun 2005 sehingga nantinya tenaga listrik dapat mencapai 

harga keekonomiannya menurut versi PLN ya itu sebesar US$ 7 sen per-kilowatt 

I War/a kOIl.l'llmclI . Oktobcr. 2002, h. IS 
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hour(KWH). Namun dalam kenyataannya sistem monopoli pengadaan listrik 

masih diterapkan di Indonesia. 

PLN sebagai BUMN yang berbentuk persero sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan, memiliki dua 

fungsi yang harus dicapai yaitu fungsi pelayanan dan kemanfaatan publik serta 

fungsi memupuk keuntungan (pn?fil oriented) . Kedua fungsi tersebut scharusnya 

dapat dijalankan secara seimbang atau proporsional, namun pada penerapannya 

fungsi prollt ori~lll~d Iebih diutarnakan. Darnpak yang terjadi dcngan kondisi 

diatas adalah pelaksanaan fungsi pelayanan dan kemanfaatan publik yang 

dilakukan oleh PLN kurang maksimal. 

Seringkali kita dapati di media akhir-akhir ini berita mengenai konsumen 

listrik yang sering menerima pelayanan yang kurang memuaskan dari PLN, 

sehingga membuat konsumen dirugikan. Kasus yang sering terjadi adalah 

mengenai kesalahan baca meter. Dan umumnya, setiap kasus yang dialami 

konsumen walaupun itu alas kesalahan petugas PLN, tetap akibat dari kesalahan 

tersebut dibebankan kepada konsumen. Biasanya kesalahan baca meter ini 

diakibatkan oleh petugas pencatat yang sering salah dalam rnernbaca meter 

sehingga rekening listrik tidak sesuai dengan penggunaan konsumen atau skala 

meter. Selain itu konsumen juga mengeluhkan petugas pencatat meter yang tidak 

pernah atau jarang rnengecek metaran listrik dari rurnah ke rurnah pada setiap 

bulannya. 2 Akibatnya petugas hanya mengira-ngira saja ketika membaca meter. 

2 Surya, 20 Fcbruari . 2004 , h.9 



Tak heran bila kemudian terjadi tagihan Iistrik yang membengkak sampat 

berlipat-lipat. 

Kasus mengenai kesalahan baca meter ini, baru-baru ini menimpa ratusan 

konsumen listrik yang berdomisili di Perumahan Pura Bojong Gede, Bogor, Jawa 

Barat. Selama tiga bulan berturut-turut dari April sampai Juni 2003, konsumen 

listrik dibuat bingung dengan tagihan listrik yang melonjak berlipat-lipat dari 

normalnya. Setelah diselidiki oleh salah satu warga dengan membaca rekening 

listrik yang ia terima, ternyata terdapat kesalahan dari pihak PLN dalam 

pencatatan KWH meter yang terpakai, yaitu terdapat selisih jumlah KWH meter 

yang tercantum pada rekening listrik dengan yang terdapat dalam meteran Iistrik 

milik warga. Pada akhirnya warga pun melaporkan kejadian ini ke pihak YLKI 

yang kemudian diteruskan oleh YLKI ke pihak PLN setempat sehingga diperoleh 

penyelesaian yang dapat memuaskan kedua belah pihak yaitu pihak PLN bersedia 

mengganti kerugian warga dengan memotong tagihan listrik pada bulan 

berikutnya dengan kelebihan uang yang telah dibayarkan warga? 

Selain kasus diatas, masih banyak kel uhan-keluhan yang disampaikan 

konsumen listrik at as kineIja dari PLN. Kasus yang seringkali kita dengar yaitu 

mengenai pemadaman listrik sepihak yang dilakukan oleh pihak PLN. Selama 

digelar bulan pengaduan PLN oleh pihak Lembaga Perlindungan konsumen 

Surabaya (LPKS) dengan PLN Distribusi Jawa Timur dari bulan Desember 2003 

sampai Februari 2004, tercatat pengaduan mengenai pemadaman listrik sepihak 

menduduki rangking pertama yaitu sebesar 23%, angka ini disusul dengan 

3 Wurto konsumclI , Oktobcr, 2003 , h.27, 28 
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pengaduan-pengaduan yang lain yaitu : pengaduan mengenai layanan call 

center19%, kesalahan baca meter 16%, layanan pembayaran rekening 10,9%, 

kchandalan pctugas dilapangan dan tambah atau turun day a masing-masing 

scbesar 9,YX), tagihan listrik 5,4% dan pasang baru 1,6 %.4 

Selain pengaduan tentang masalah layanan PLN, juga sering kita dengar 

kasus pencurian listrik. Akibat adanya kasus ini maka PLN pun bertindak deogan 

menggelar Operasi Penertiban Aliran Listrik (OPAL). Sekarang ini OPAL lebih 

dikenal dengan nama Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). P2TL 

merupakan pemeriksaan oleh PLN terhadap instalasi pelanggan dalam rangka 

penertiban pemakaian tenaga listrik. P2TL ini diatur dalam keputusan Direksi PT. 

PLN Nomor 68. KlO 10/DIRJ2000. Seharusnya operasi penertiban ini hams 

dijalankan sebagaimana mestinya yaitu merupakan sarana pengumpulan 

informasi atau laporan dari masyarakat, petugas pencatat meter atau pegawai PLN 

terhadap kelainan APP (alat pembatas dan alat pengukur) konsumen, sambungan 

liar, pencurian listrik dan sebagainya. Namun kadangkala yang terjadi dilapangan 

petugas yang melaksanakan P2TL ini terkesan semena-mena terhadap konsumen 

listrik. Hal ini dapat dilihat dari tindakan petugas yang tiba-tiba saja melakukan 

penyegelan meteran dalam pelaksanaan P2TL tanpa melalui konfirmasi dulu 

terhadap konsumen yang bersangkutan, umumnya alasan yang dikemukakan oleh 

petugas adalah karena hilangnya salah satu segel dari meteren listrik sehingga 

konsumen dituduh telah melakukan pencurian listrik. Padahal hal ini belum tentu, 

karena hilangnya salah satu segel dari meteran listrik tersebut dapat diakibatkan 

4 Surya, loc cit 
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karena usia dari meteran listrik tersebut sudah tua. Setelah dilakukan penyegelan 

maka konsumen akan dibebani dengan denda dan jika konsumen tidak mau 

membayamya maka pihak PLN dapat melakukan pemutusan aliran listrik secara 

sepihak. 

Apa yang dialami oleh konsumen Iistrik di Indonesia ini dikarenakan selama 

puluhan tahun PLN sclaku pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan merupakan 

perusahaan tunggal yang mcmonopoli bisnis kctcnagalistrikan lIntuk lImum, yang 

tentllnya hal ini berpengaruh terhadap kebijaksanaan serta periIaku sumber daya 

manusia dalam "berhadapan" dengan konsllmennya. Semboyan "Take it or leave 

it" kepada calon konsumen atau "bagaimanapun calon konsumen pasti 

membutuhkan PLN" berangsur-angsur harus diubah sejalan dengan berubahnya 

bentuk PLN dari perum menjadi persero. 

Dalam pendistribusian tenaga listrik yang dilakukan oleh PLN kepada 

konsumennya, nampak ada suatu hubungan hukum antara keduanya. Hubungan 

hukum yang dimaksud disini adalah berupa perjanjian jual beli tenaga listrik. 

Ditinjau dari segi hukllm keperdataan, terdapat hllbungan yang bersifat 

kontraktllal antara PLN disatu pihak dengan konsumen dipihak lain. PLN selaku 

pelaku usaha yang memproduksi barang dan atau · jasa berupa tenaga Iistrik, 

sedangkan pelanggan adalah konsumen yang memanfaatkan atau menikmati 

barang danjasa berupa listrik tersebut. 5 

Perjanjian jual beli tenaga listrik yang dilakukan oIeh PLN dan 

konsumennya dapat digolongkan sebagai perjanjian baku, artinya bahwa bentuk 

J Infodis , edisi II , 2002 , h.6, 7 





















HAB II 

TANGGllNG GIJGAT PT. PLN ATAS KERUGIAN KONSUMEN 

1. Hadan Hukum Sebagai Subyek Hukum 

Sebelum penulis memberikan uraian lebih lanjut mengenai tanggung gugat 

PLN, maka penuli s akan terlebih dahulu menjelaskan apakah subyek hukum itu 

layak atau tidak untuk digugat. Oi dalam dunia hukum selain manusia yang 

dikenal sebagai sllbyek hllkllm ternyata terdapat juga macam lain yang merupakan 

subyek hukum yang tidak bersifat alam atau makhluk, melainkan merupakan 

suatu organisasi yaitu badan hukum. Organisasi ini didirikan oleh manusia untuk 

memperjuangkan suatu tujuan tertentu, berkumpul , dan mempersatukan diri . 

Oidalam menciptakan suatu organisasi , mereka memilih pengurusnya yang akan 

mewakili dalam huhungannya dengan pihak lain. Mereka memasukkan, 

mcngul11pulkan haria kckayaan dan mcnctapkan pcraturan-peraturan tingkah laku 

untuk mereka dalam hubungannya satu dengan yang l(linnya. 

Organisasi yang dibentuk tersebut merupakan hasil kerjasama dari semua 

anggota yang merupakan satu kesatuan baru. Suatu kesatuan anggota yang 

memiliki hak-hak sendiri yang terpisah dari hak-hak anggotanya, memiliki 

kewajiban sendiri yang juga terpisah dari kewajiban anggotanya yang dapat 

bertindak hukum sendiri didalam dan diluar hukum. Jadi pergaulan hidup yang 

menghendaki bahwa harus ada subyek hukum baru yang bertindak ke muka 

terlepas dari manusia-manusia dari anggota kesatuan tersebut. Subyek hukum 

yang baru dan berdiri sendiri inilah yang dikenal dengan badan hukum. Pengertian 
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BAR nI 

UPAYA HUKlJM YANG DILAKUKANKONSlJMEN ATAS KERUGIAN 

YANG DIDERITANYA 

1. Kerugian Yang Timbul Akibat Kesalahan PT. PLN 

Tenaga listrik untuk sekarang ini merupakan barang yang sangat dibutuhkan 

oleh manusia. Tanpa listrik rasanya manusia yang ada di dunia ini akan 

mengalami kesulitan yang luar biasa dikarenakan mereka tidak dapat menjalankan 

segala aktifitasnya secara normal. Seperti kita tahu bahwa segala peralatan yang 

digunakan olch Illanllsia rata-rata tcnaganya hcrsumher pad a listrik, mlilai dari 

peralatan rumah tangga, perkantoran, hingga fasilitas umum. Sehingga dengan 

mclihat itll SClllua, kita scmakin sadar bahwa listrik sckarang ini Illclljadi 

kebutuhan pokok (primer). 

Dikarenakan betapa pentingnya Iistrik bagi kehidupan masyarakat 

Indonesia, maka diperlukan penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik 

dalam jumlah yang cukup, merata, terus menerus dan dengan mutu serta 

keandalan yang baik seperti yang tercantum dalam pasal 25 ayat (3) PP Nomor 

10/1989. Namun dalam pelaksanaannya, hal-hal yang telah diatur terscbut sering 

dilanggar oleh PLN seiaku pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. 

Begitu banyak pengaduan yang disampaikan konsumen listrik akibat ulah 

PLN, yang paling banyak adalah masalah pemadaman listrik sepihak. PLN tidak 

dapat mengelak atas terjadinya pemadaman aliran Iistrik dengan dalih bahwa itu 

terkait dCllgan fungsi pClllcliharaan peralatan listrik atau pemadaman dilakukan 
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1. Kesimpulan 

BABIV 

PENUTUP 

a. Tanggung gugat pada dasamya timbul karena terjadinya gangguan dalam 

pelayanan yang diberikan PLN yang akhirnya menyebabkan kerugian yang 

diderita oleh konsumen listrik. Dalam hal ini konsumen listrik dapat 

mengajukan gl.lgatan ganti rugi terhadap PLN baik dengan dasar wanprestasi 

ataupun perbuatan melanggar hukum. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 

28 UU PerJindungan Konsumen mengenai beban pembuktian terbalik, maka 

pihak PLN se lahl pelaku usaha lah yang harus membuktikan ada atau tidaknya 

unsur kesalahan pad a dirinya. 

b. Untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap PLN, ada dua jalur yang dapat 

ditempuh oleh konsumen listrik. Yang pertama melalui upaya damai, yaitu 

jalur di luar pengadilan. Lewat upaya damai ini para pihak dapat mencari solusi 

terbaik mengenai pemecahan dari permasalahan yang mereka hadapi. Apabila 

setelah melewati jalur ini tetapi jalan keluar masih belum tercapai maka kedua 

belah pihak yang bersengketa dapat bersepakat untuk membawa masalah ini ke 

pengadilan. Pengadilan yang berwenang disini ada dua yakni Pengadilan 

Negcri dan pcngadilan Tata Usaha Negara. 

51 
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